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Introduction

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan mikro syariah telah mengalami
pertumbuhan yang signifikan di berbagai negara. Lembaga keuangan mikro syariah, seperti
bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan perusahaan keuangan lainnya, telah
menjadi pilihan yang populer bagi masyarakat untuk menabung dan menginvestasikan
uangnya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam proses
operasionalnya, beberapa lembaga keuangan mikro syariah menghadapi masalah kepatuhan
syariah yang signifikan.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam
mendorong inklusi keuangan syariah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
LKMS menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah Islam, seperti pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan gardhul hasan.

Namun, dalam praktiknya, LKMS masih menghadapi berbagai tantangan dalam
memastikan kepatuhan terhadap syariah (Syariah Compliance). Hal ini menjadi latar
belakang masalah yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik regulator,
pelaku usaha, maupun masyarakat. Pertama, meningkatnya demand terhadap produk dan
layanan keuangan syariah memicu pertumbuhan LKMS yang pesat. Hal ini berpotensi
menimbulkan celah bagi LKMS dalam menjalankan operasionalnya secara syariah.
Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang syariah, serta infrastruktur
dan sistem yang belum memadai, dapat menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip
Syariah. Kedua, pengawasan syariah yang belum optimal juga berkontribusi terhadap belum
maksimalnya kepatuhan syariah LKMS. Diperlukan sinergi yang kuat antara regulator,
Dewan Syariah Nasional (DSN), dan auditor syariah dalam melakukan pengawasan terhadap
LKMS. Ketiga, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah yang masih rendah dapat
menimbulkan mispersepsi terhadap produk dan layanan LKMS. Hal ini berpotensi memicu
keengganan masyarakat untuk menggunakan layanan LKMS, dan pada akhirnya dapat
menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. Keempat, persaingan dengan lembaga
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keuangan konvensional yang lebih mapan juga menjadi tantangan bagi LKMS dalam
menarik dan mempertahankan nasabah. LKMS perlu meningkatkan kualitas produk dan
layanannya, serta membangun citra yang terpercaya sebagai lembaga keuangan syariah yang
aman dan terjamin.

Masalah kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah sering kali menjadi perhatian
utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut, yaitu
memastikan bahwa seluruh operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang
riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas haram lainnya. Tidak mematuhi prinsip ini dapat
mengakibatkan ketidakpercayaan dari nasabah atau otoritas pengawas.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis tingkat
kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena
penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena kepatuhan syariah
dalam konteks lembaga keuangan syariah. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk
mengumpulkan data yang kaya dan mendalam melalui wawancara mendalam, observasi, dan
analisis dokumen terkait.

Results and Discussion

Faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan
mikro syariah dapat ditemukan melalui beberapa penelitian dan analisis. Berikut adalah
beberapa faktor yang signifikan, pertama Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang
prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan syariah dapat menyebabkan lembaga
keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan
dalam penelitian "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah” yang
menemukan bahwa beberapa lembaga keuangan syariah tidak memenuhi syarat-syarat
syariah terkait dengan Syariah Supervisory Board (SSB), produk, dan laporan keuangan®.

Selain itu kurangnya infrastruktur dan sistem yang efektif untuk memantau dan
mengawasi kepatuhan syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak
memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Menurut Adrian
Sutedi, kepatuhan syariah adalah kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah dan regulasi
keuangan syariah” yang menemukan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki
sistem yang efektif untuk memantau dan mengawasi kepatuhan syariah?.

Adapun lainnya Kurangnya sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang
syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat
syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Kepatuhan Syariah di Lembaga

1 Sepky Mardian, Tingkat Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. JAKIS (Jurnal
Keuangan dan Ekonomi Islam) STEI SEBI. Vol. 3 No.1 2015.

2 http://repositori.unsil.ac.id/3118/5/9.%20BAB%20I1.pdf
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Keuangan Syariah" yang menemukan bahwa lembaga keuangan syariah harus memiliki
sumber daya manusia yang berkompetensi dalam bidang syariah.

Kurangnya budaya kepatuhan syariah yang diterapkan dalam operasional lembaga
keuangan mikro syariah dapat menyebabkan lembaga keuangan mikro syariah tidak
memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat ditemukan dalam penelitian "Mengenal
Konsep Kepatuhan Syariah Dan Pengawasan Terhadapnya” yang menemukan bahwa
kepatuhan syariah harus menjadi bagian dari budaya operasional lembaga keuangan syariah®
dan praktik murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan
lembaga keuangan mikro syariah tidak memenuhi syarat-syarat syariah. Hal ini dapat
ditemukan dalam penelitian "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah"
yang menemukan bahwa praktik murabahah yang dijalankan bank syariah relatif tidak sesuai
dengan prinsip murabahah murni.

Kepatuhan syariah yang signifikan, seperti dihentikan operasionalnya karena tidak
memenuhi syarat-syarat syariah atau mengalami kerugian besar karena tidak mematuhi
syarat-syarat syariah. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan mikro syariah untuk
meningkatkan kepatuhan syariahnya dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
tentang prinsip-prinsip syariah dan regulasi keuangan syariah, serta meningkatkan
infrastruktur dan sistem yang efektif untuk memantau dan mengawasi kepatuhan syariah.

Meningkatkan Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro: Tantangan dan
Strategi

Meningkatkan kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan mikro syariah dapat
dilakukan dengan beberapa strategi berikut: meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
tentang prinsip-prinsip syariah, meningkatkan infrastruktur dan sistem yang efektif,
meningkatkan sumber daya manusia yang berkompetensi, meningkatkan budaya kepatuhan
syariah yang diterapkan, meningkatkan praktik murabahah yang sesuai dengan prinsip
syariah, menjaga keterkaitan dengan Dewan Syariah Nasional, menjaga keterkaitan dengan
Peraturan Bank Indonesia, menjaga keterkaitan dengan Fatwa DSN, dan menjaga
keterkaitan dengan lembaga keuangan syariah lain.

3 Minarni ( 2013 ),” Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah *, Jurnal La Riba
Vol 7No 1
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Salah satu aspek utama dari kepatuhan syariah adalah transparansi dan integritas
dalam setiap transaksi dan operasi keuangan. Lembaga keuangan mikro syariah harus
memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan mematuhi prinsip
syariah secara ketat. Hal ini mencakup pengelolaan dana nasabah dengan prinsip keadilan
dan pembagian risiko secara proporsional antara lembaga dan nasabah. Misalnya, dalam
pembiayaan syariah, prinsip musyarakah dan mudharabah menetapkan bahwa keuntungan
dan risiko harus dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memainkan peran penting dalam memastikan
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah ini. DPS bertugas untuk mengawasi dan menilai
kegiatan lembaga keuangan mikro syariah secara independen. Mereka tidak hanya
mengaudit kepatuhan syariah secara rutin tetapi juga memberikan konsultasi dan panduan
kepada manajemen mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional
sehari-hari. Kehadiran DPS yang independen adalah jaminan bahwa lembaga keuangan
mikro syariah menjalankan operasinya dengan integritas tinggi dan mematuhi nilai-nilai
etika Islam.

Selain itu, kepatuhan syariah juga memberikan keunggulan kompetitif bagi lembaga
keuangan mikro syariah dalam pasar yang semakin kompetitif. Masyarakat yang
menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka cenderung lebih
memilih lembaga keuangan mikro syariah yang dapat menawarkan produk dan layanan yang
sah dari sudut pandang syariah. Dengan demikian, kepatuhan syariah bukan hanya
merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga strategi bisnis yang penting untuk menjaga
loyalitas dan kepercayaan nasabah.

Studi kasus menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus
pada kepatuhan syariah cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil dan
berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat terhadap integritas dan transparansi lembaga tersebut. Dengan menerapkan
prinsip-prinsip syariah secara konsisten, lembaga keuangan mikro syariah dapat membangun
fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di komunitas
mereka.

Secara keseluruhan, kepatuhan syariah bukan hanya merupakan kewajiban hukum
tetapi juga pondasi moral yang menggerakkan keberlanjutan lembaga keuangan mikro
syariah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka,
lembaga keuangan mikro syariah dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar yang
semakin kompetitif sambil memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi
masyarakat yang lebih luas.

Dewan Pengawas Syariah: Pilar Utama dalam Memastikan Kepatuhan Lembaga
Keuangan Mikro
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Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen sentral dalam menjaga
kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.
Sebagai badan independen, DPS memiliki tanggung jawab yang krusial dalam mengawasi,
menilai, dan memastikan bahwa operasional serta produk yang ditawarkan oleh lembaga
keuangan mikro sesuai dengan nilai-nilai syariah yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan
investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak etis menurut ajaran Islam.

Salah satu peran utama DPS adalah melakukan audit terhadap kepatuhan syariah
secara berkala. Audit ini meliputi evaluasi mendalam terhadap setiap transaksi, pembiayaan,
dan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro. DPS memastikan bahwa segala
aktivitas tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti prinsip musyarakah (kerjasama
modal) dan mudharabah (bagi hasil), yang mendasari hubungan antara lembaga keuangan
mikro dengan nasabahnya. Audit yang dilakukan oleh DPS tidak hanya sekadar verifikasi
formal, tetapi juga bertujuan untuk menjamin bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah
dijalankan secara substansial dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan mikro.

Selain melakukan audit, DPS juga berperan sebagai penasihat strategis bagi
manajemen lembaga keuangan mikro dalam hal implementasi prinsip-prinsip syariah.
Mereka memberikan konsultasi dan panduan yang diperlukan untuk memastikan bahwa
keputusan operasional dan pengembangan produk baru sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini
termasuk memberikan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah yang kompleks serta
memberikan solusi atas masalah yang mungkin timbul dalam proses operasional sehari-hari.

Kehadiran DPS sebagai badan independen juga memberikan kepercayaan kepada
para nasabah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas lembaga keuangan
mikro. Masyarakat yang mencari layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah cenderung
memilih lembaga keuangan mikro yang memiliki DPS yang kuat dan transparan dalam
menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, DPS tidak hanya menjaga
kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap nilai-nilai syariah, tetapi juga membantu
membangun reputasi dan kepercayaan yang kokoh di mata masyarakat.

Dalam konteks keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah, DPS tidak hanya
menjadi pengawas yang mengaudit kepatuhan secara teknis, tetapi juga menjadi garda
terdepan dalam memastikan bahwa lembaga tersebut tetap relevan dan berkelanjutan dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih luas. Dengan memastikan
kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, DPS berperan sebagai pilar utama
yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas lembaga keuangan mikro syariah di masa
depan.

Inovasi Produk dan Kepatuhan Syariah: Pendekatan Terbaru dalam Lembaga
Keuangan Mikro Syariah
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Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam
menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat berpendapatan rendah yang sering kali
tidak terjangkau oleh bank-bank konvensional. Dalam menjalankan operasionalnya, LKMS
harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba,
gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Seiring dengan berkembangnya kebutuhan
masyarakat, inovasi produk menjadi krusial bagi LKMS untuk tetap relevan dan kompetitif.

Inovasi produk dalam LKMS merupakan langkah krusial untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang beragam dan terus berkembang. Kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip syariah harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap inovasi yang dilakukan.
Dengan dukungan teknologi dan regulasi yang tepat, LKMS dapat mengembangkan produk-
produk yang inovatif, berdaya guna, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat
berkontribusi lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tingkat Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah

Tingkat kepatuhan syariah (Syariah Compliance) pada Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) menjadi isu penting dalam perkembangan industri keuangan syariah. Kepatuhan
syariah diartikan sebagai sejaun mana LKS menjalankan operasionalnya sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam, seperti produk pembiayaan mudharabah tidak diperuntukkan
untuk kalangan masyarakat umum akan tetapi hanya khusus untuk internal pengurus atau
pegawai BMT BIM dikarenakan akad mudharabah ini memiliki potensi risiko yang besar
bagi BMT BIM sebagai shahibul maal serta terbatasnya dana yang ditempatkan oleh nasabah
dengan menggunakan akad udharabah®.

Tingkat kepatuhan syariah merupakan aspek fundamental dalam operasional
Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dengan memastikan bahwa semua produk dan layanan
mematuhi prinsip-prinsip syariah, LKMS dapat menjaga integritas dan kepercayaan
nasabah. Implementasi kepatuhan syariah yang efektif memerlukan kerjasama antara
manajemen, Dewan Pengawas Syariah, karyawan, dan nasabah, serta dukungan regulasi
yang memadai.

Tingkat kepatuhan syariah mengacu pada sejauh mana lembaga keuangan, termasuk
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), menjalankan operasional dan layanannya
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap riba
(bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), serta keharusan untuk menjalankan
transaksi dengan keadilan dan transparansi.

Dengan demikian Tingkat kepatuhan syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama,
yang mencakup:

a. Struktur Organisasi: Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas

memastikan bahwa semua produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4 Ainin Ainiyah dan A. Syifaul Qulub, Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Akad Mudharabah Di
Bmt Bim, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 5 Mei 2019
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Produk dan Layanan: Semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh LKMS harus
sesuai dengan hukum syariah, seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah,
dan gardhul hasan.

Proses dan Prosedur: Prosedur operasional standar yang mengatur transaksi dan
kegiatan bisnis harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan dan Audit: Pelaksanaan audit syariah secara berkala untuk memastikan
kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah.

Edukasi dan Pelatihan: Pelatihan dan edukasi berkelanjutan untuk karyawan dan
manajemen mengenai prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam operasional
LKMS.

Adapun Implementasi kepatuhan syariah melibatkan langkah-langkah berikut:

Penilaian Awal: Menilai kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah.
Pengembangan Produk: Merancang produk keuangan yang sesuai dengan hukum
syariah dan kebutuhan nasabah.

Pengawasan DPS: Dewan Pengawas Syariah mengawasi dan memberikan panduan
dalam setiap tahap pengembangan dan implementasi produk.

Audit Syariah: Melakukan audit berkala untuk memastikan bahwa semua aspek
operasional mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Sertifikasi Produk: Produk yang telah memenuhi syarat syariah mendapatkan
sertifikasi dari DPS.

Kendala dalam Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran penting dalam

menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada
masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kepatuhan syariah dalam LKMS tidak selalu
berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam menjaga kepatuhan syariah.
Artikel ini akan mengulas kendala-kendala utama tersebut.

1.

Keterbatasan Sumber Daya, banyak LKMS menghadapi kekurangan tenaga ahli
yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum syariah dan keuangan Islam.
Kekurangan ini dapat menghambat kemampuan LKMS untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan produk yang sesuai dengan syariah. Selanjutnyan sumber
daya finansial, biaya untuk mendatangkan dan mempertahankan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang kompeten serta biaya pelatihan karyawan tentang keuangan
syariah bisa sangat tinggi, terutama bagi LKMS dengan skala operasi yang kecil.
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2. Kompleksitas Regulasi yang mengatur kepatuhan syariah bisa berbeda-beda di setiap
negara atau bahkan di setiap wilayah dalam satu negara. Hal ini membuat LKMS
harus menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang mungkin bertentangan atau
sulit untuk dipenuhi secara bersamaan dan regulasi yang sering berubah dapat
menciptakan ketidakpastian dan memerlukan penyesuaian terus-menerus dalam
operasional LKMS.

3. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah seperti Banyak nasabah yang belum
memahami sepenuhnya konsep dan manfaat dari produk keuangan syariah. Hal ini
bisa menghambat penerimaan dan penggunaan produk-produk Syariah dan edukasi
karyawan: Karyawan LKMS juga mungkin kurang memahami prinsip-prinsip
syariah secara mendalam, sehingga penerapan di lapangan tidak optimal.

4. Integrasi Teknologi dengan Prinsip Syariah: Meskipun teknologi dapat membantu
meningkatkan kepatuhan syariah, integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah
sering kali memerlukan penyesuaian yang rumit dan pengawasan ketat, serta Biaya
Teknologi: Implementasi sistem teknologi yang canggih untuk monitoring dan
pelaporan kepatuhan syariah memerlukan investasi yang besar, yang mungkin sulit
dipenuhi oleh LKMS kecil.

5. Kurangnya komitmen dari manajemen atas untuk memprioritaskan kepatuhan
syariah dapat menghambat implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional
harian, Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya DPS, dan tekanan pasar untuk
bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang mungkin menawarkan
produk dengan imbal hasil yang lebih tinggi dapat mendorong LKMS untuk
mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan syariah dalam LKMS menghadapi berbagai kendala yang kompleks dan
saling terkait. Keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, rendahnya literasi keuangan
syariah, tantangan teknologi, budaya organisasi, peran DPS, dan dinamika pasar semuanya
memainkan peran dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan syariah. Untuk mengatasi
kendala-kendala ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah,
otoritas keuangan, manajemen LKMS, DPS, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan
demikian, LKMS dapat memastikan bahwa operasional dan layanannya tetap sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan
partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah.

Conclusion

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah di LKMS bervariasi,
tergantung pada berbagai faktor seperti pengetahuan manajemen, dukungan Dewan
Pengawas Syariah (DPS), dan regulasi pemerintah. Beberapa LKMS memiliki tingkat
kepatuhan yang tinggi, dengan implementasi yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah
dalam semua produk dan layanan mereka. Namun, ada juga LKMS yang menghadapi
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kendala dalam memastikan kepatuhan syariah, terutama terkait dengan keterbatasan sumber
daya dan pemahaman nasabah mengenai keuangan Syariah serta kepatuhan syariah adalah
aspek fundamental dalam operasi LKMS. Melalui peningkatan edukasi, regulasi yang
mendukung, dan inovasi teknologi, LKMS dapat meningkatkan tingkat kepatuhan syariah
dan, pada akhirnya, memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
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